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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakan Masalah 

Kabupaten Bantul yang termasuk salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Bantul di 

era otonomi daerah, pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata bertujuan 

untuk mendayagunakan potensi kebudayaan dan kepariwisataan sebagai salah satu 

ujung tobak dan prioritas dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang 

diwujudkan dalam pemberdayaan masyarakat, perluasan kesepakatan kerja, 

menggerakan ekonomi keratif masyarakat dan kebijakan pengembangan di tingkat 

pusat, perkembangan dan dinamika lapangan, arahan-arahan, serta perubahan 

peraturan perundangan yang berlaku (Renstra Kabupaten Bantul, 2011-2015). 

Pantai parangtritis merupakan salah satu ikon wisata pantai yang namanya sudah 

terdengar oleh masyarakat luas. 

Rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2011-2015 

memuat salah satu program di dalamnya yaitu program pengembangan obyek 

pariwisata unggulan yang bertujuaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas 

daya tarik dan pelayanan obyek wisata Kabupaten dalam rangka meningkatkan 

jumlah kunjungan wisatawan sehingga dapat memberikan dampak positif 

terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Program dibuat untuk 

menyelenggarakan isu srategis dibidang pariwisata salah satunya adalah dari segi  

destinasti wisata. Saat ini kepariwisataan Kabupaten Bantul yang masih 
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mengandalkan wisata alam pantai masih dihadapkan pada beberapa persoalan 

anatara lain, masalah zonasi dan penataan kawasan yang belum sesuai tata ruang, 

terbatasnya sarana dan prasarana atau fasilitas obyek wisata (rambu-rambu, papan 

informasi, tempat sampah, akses jalan lingkungan, dan lainya), ancaman abrasi 

pantai yang cukup kuat, dan kualitas pengelolaan kebersihan obyek wisata yang 

belum optimal (Renstra Kabupaten Bantul, 2011-2015). 

Pantai Parangtritis diminati pengunjung dari nusatara maupun mancanegara 

karena terkenal dengan keindahannya. Data pengunjung tahun 2013 mencapai 

1.574.730 jiwa, sedangkan pada tahun 2014 mengalami kenaikan jumlah 

pengunjung mencapai 2.179.00 jiwa (Statistik pariwisata, 2013-2014). Banyaknya 

pengunjung tersebut mendorong untuk meningkatkan kebersihan didalam 

mengelola sampah pada Pantai Parangtritis yang dapat mengganggu keindahan 

pemandangan. Pengelolaan sampah menjadi permasalahan utama dari tahun ke 

tahun oleh pemerintahan kabupaten Bantul seperti yang dikatakan oleh Kepala 

Dinas Kebudayaan danPariwisata pada tahun 2014 yaitu : 

“Untuk kebersihan objek wisata terutama pantai kami masih kewalahan, 

harus kami akui bahwa kebersihan pantai masih kurang, dan itu disebabkan 

beberapa faktor” 

 

Masalah kebersihan tidak hanya terjadi ditahun 2014, bahkan sampai di 

tahun 2015 masalah ini juga belum terselesaikan. Hal ini tentu saja sangat 

menurunkan kualitas wisata Pantai Parangtritis itu sendiri dan akan berpengaruh 

pada persepsi buruk dari masyarakat yang berkunjung, seperti yang disampaikan 

oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul: 
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“Setiap musim hujan dan banyak pengunjung, sampah memang menjadi 

persoalan tersendiri” 

 

Pengelolaan pantai tidak hanya permasalahan sampah melainkan sarana dan 

prasarana di Pantai Parangtritis yang membutuhkan perhatian seperti adanya 

tempat sampah di sekitar, rambu-rambu keselamatan, informasi yang penting, 

toilet, ketersediaan lahan parkir, penataan pedagang kaki lima, dan mercusuar 

yang berfungsi sebagai peringakatan tanda bahaya di pantai. 

Peningkatan sarana dan prasarana di Pantai Parangtritis tentu saja akan 

membawa ketertarikan sendiri bagi pengunjungnya sehingga akan menarik 

minat pengunjung untuk selalu kembali menikmati keindahan pantai yang 

namanya sudah terkenal tersebut.  

Pengelolaan yang dapat meningkatkan kualitas Pantai Parangtritis 

diperlukan kerja sama, baik antar Pemerintah Daerah, Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata, maupun masyarakat yang berada disekitar wilayah pantai dan 

masyarakat pengunjung pantai. Melihat pemaparan masalah diatas, maka perlu 

dilakukan monitoring dalam pengelolaan Pantai Parangtritis di tahun 2015 

untuk melihat bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata. 

Menurut Dunn monitoring dilakukan dengan cara memperoleh informasi 

yang relevan dengan kebijakan untuk mengukur perubahan yang terjadi di 

dalam suatu kondisi yang berfokus pada tujuan , baik yang bersifat obyektif 

maupun subyektif, diantara berbagai kelompok sasaran. Dengan adanya 

monitoring, diharapkan dapat mengindentifikasi masalah dan menyimpangan 
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yang muncul, merumuskan pemecahan masalah, dan membuat laporan 

kemajuan secara rutin dalam kurung waktu yang pendek dari kegiatan tersebut. 

Faktor lain yang melatarbelakangi kondisi diatas bermacam-macam baik itu 

dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan yang baik 

sangat diperlukan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan suatu program 

dapat dijalankan, salah satu hal yang sangat penting dalam seluruh tahapan dari 

sebuah program yaitu pengawasan. Alasan tersebut peneliti ingin mengkaji 

lebih dalam pelaksanaan pengelolaan Pantai Parangtritis yang berfokus pada 

Monitoring Pengelolaan Pantai Parangtritis khususnya ditahun 2015 dengan 

judul “Monitoring Pengelolaan Pantai Parangtritis Dikabupaten Bantul 

Tahun 2015”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka penyusun dapat merumuskan pokok 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana monitoring pengeloalan Pantai Parangtritis yang dilakukan 

oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul pada tahun 

2015? 

2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat monitoring 

pengelolaan Pantai Parangtritis yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Bantul pada tahun 2015? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui monitoring pengelolaan Pantai Parangtritis yang 

dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Bantul pada 

tahun 2015. 

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat 

monitoring pengelolaan Pantai Parangtritis oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Bantul tahun 2015. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara akademis penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan konsep 

mengenai monitoring pengelolaan pariwisata pantai, sebagai rujukan 

dalam kegiatan akademik. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini, diharapkan menjadi referensi pengelola 

pariwisata di pantai lain khususnya bagi pengelola di pantai Parangtritis, 

dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan perekonomian 

masyarakat dan mengetahui pola pengelolaan pariwisata yang baik. 

E. Kerangka Teori 

1. Monitoring 

Menurut Dunn dan Riant monitoring adalah mengamati, menyupervisi, dan 

lebih memperhatikan jenis serta tingkat penilaian tertentu untuk mengawasi 

bahwa implementasi sesuai dengan kebijakan yang dirumuskan. Monitoring 
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terkadang dinamakan  sebagai “evaluasi yang sedang berlangsung” atau “evaluasi 

formatif”. (Riant, 2014:253) 

Monitoring merupakan keberlanjutan dari fungsi manajemen yang bertujuan 

untuk memberikan masukan kepada manajemer, pembuatan keputusan, dan para 

pemangku kepentingan melalui umpan balik (feed back) secara teratur dan 

disesuaikan dengan indikator terkait peningkatan atau kekurangan dalam 

mencapai prestasi dari hasil yang ingin dicapai dan proses mencapai tujuan dan 

sasaran. (Chikane,2015:8) 

Monitoring secara luas diakui sebagai suatu elemen yang krusia dalam 

pengelolaan dan implementasi project, program, dan kebijakan baik dalam 

organisasi sektor privat maupun publik sama seperti halnya dengan evaluasi. 

Menurut Hogwood dan Gunn dalam 1989 dalam diklat MIP monitoring adalah 

proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang meliputi 

keterkaitan antara implementasi dan hasil-hasilnya. (mip.umy.ac.id : 2015) 

Menurut OECD (2002) mendefinisikan monitoring sebagai berikut 

“Monitoring is a continuous function that uses the systemmatic collection of 

data on specified indicators to provide management and the main 

stakeholders of on ongoing development intervention with indications of the 

extent of progress and achievement of objectives and progress in the use of 

allocated funds. (Jody Zall Kusek & Ray C. Rist, 2014:12) 

Monitoring adalah suatu fungsi ketika kegiatan berjalan yang digunakan 

pengumpulan data secara sistematis dengan indikator tertentu untuk 

diperuntukan kepada manajemen dan pemangku kepentingan melakukan 

intervensi dalam pembangunan yang sedang berjalan  intervensi dengan 

indikasi tingkat kemajuan dan pencapaian tujuan dalam penggunaan dana 

yang dialokasikan. 
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Sedangkan definisi monitoring menurut BAPPEBAS adalah merupakan 

suatu sistem pengumpulan data/informasi secara reguler dan terus-menerus yang 

dapat dihasilkan indikator-indikator perkembangan dan pencapaian  suatu 

kegiatan program/proyek terhadap tujuan yang ditetapkan. Indikator-indokator 

tersebut diperuntuhkan bagi manajemen dan pemangku kepentingan 

(stakeholders) suatu program/proyek yang sedang berjalan. (Widyanti dan 

Sumarto, 2015) 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas penulis lebih relevan kepada teori 

monitoring menurut Dunn dan Riant maka dapat disimpulkan bahwa monitoring 

adalah proses mengamati, menyupervisi, dan memperhatikan  jenis serta tingkat 

penilaian tertentu untuk mengawasi bahwa implementasi sesuai dengan kebijakan 

yang dirumuskan. 

2. Mekanisme Monitoring 

Monitoring erat kaitannya dengan evaluasi, tetapi monitoring berbeda 

dengan evaluasi, menurut teori Jody Zall dan Ray  C. Rist dalam handbook Ten 

Stteps to a Results-Based Monitoring And Evaluation Sytem (dikenal dengan 

sebutan Result Based Monitoring/RBM), bahwa ada 10  langkah untuk 

merancang, membangun dan mempertahankan monitoring dan evaluasi, yaitu: 
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Gambar 1.1 

Ten Stteps to a Results-Based Monitoring And Evaluation Sytem 

(Sumber : Jody Zall dan Ray C. Rist, 2014:25) 

Dalam gambar diatas dijelaskan bahwa ada 10 langkah Monitoring dan 

Evaluasi, proses monitoring yaitu hanya ada pada no 1-6, yaitu : 

1) Melakukan penilaian kesiapan yaitu melakukan persiapan –persiapan apa saja 

yang diperlukan untuk melakukan pengukuran terhadap sebuah kebijakan. 

2) Menyetujui hasil untuk memantau dan dievaluasi yaitu menyepakati outcome 

apa saja yang akan dimonitoring, menentukan outcome dari kebijakan tersebut 

karena penekanan outcome itu sangat penting dalam monitoring. Dalam 

menentukan arahan outcome salah satunya seperti dalam gambar dibawah. 
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Gambar 1.2 

Outcome Statements Derived From Indentified Problems Or Issue 

(Sumber : Jody Zall dan Ray C. Rist, 2014:62) 

 

Ada 5 proses dalam mengidetifikasi outcome, yaitu : 

a) Identifikasi perwakilan dari tiap-tiap stakeholder. 

b) Identifikasi terhadap apa yang terjadi perhatian utama dari kelompok 

stakeholder. 

c) Terjemaahkan masalah menjadi pernyataan akan kemungkinan perbaikan 

outcome. 

d) Disagregasi untuk menangkap outcome yang dikehendaki. 

e) Susun rencana untuk menilai bagaimana pemerintah atau organisasi akan 

mencapai untuk mengetahui kinerja. 
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3) Selecting key indikators to monitor outcomes yaitu memilih indkator kinerja 

kunci diman indikator tersebut yang akan menunjukan apakah otcome sudah 

tercapai untuk mengetahui kinerja. 

4) Beseline data on indicators-Where are we today,  Yaitu mengetahui data dasar 

atau sejauh mana pencapaian indokator tersebut dari semua proses monitoring 

yang baik, sehingga dapat mengetahui pencapaian indikator untuk 

melaksanakan perbaikan monitoring. Bagaimana cara mengembangkan 

databaseline dapat dilihat pada gambar dibawah. 

Gambar 1.3 

Building Baseline Information 

(Sumber : Jody Zall dan Ray C. Rist, 2014:82) 

Dari gambar diatas mengingatkan akan pentingnya tigal hal dalam 

mengembangkan data baseline, yaitu : 

a) Mengidentifikasi sumber data untuk indikator, sumber data yang digunakan 

bisa primer atau sekunder. Data primer yang dikumpulkan langsung dan harus 

dipersiapkan pula adminitrasinya, anggaran, enumerator, alat survey, interview, 

dan pengamatan langsung. Adapun data sekunder adalah data yang telah 

dikoleksi oleh lembaga lain. Kusek memberikan catatan penting, yaitu 

disarankan untuk hanya mengumpulkan data yang diperlukan dan yang 

dipakai. Aturan mainya adalah data dan informasi baseline yang dikumpulkan 

hanyalah yang berhubungan langsung dengan performance questions dan 
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indikator yang sudah ditetapkan, sangat tidak disarankan menghabiskan waktu 

untuk mengumpulkan informasi lainya. 

b) Mendesain dan membandingkan metode mengumpulan data, jika sumber data 

telah ditetapkan, lantas bagaimana data tersebut akan dikumpulkan. Keputusan 

yang diambil hendaknya dapat mempertimbangkan bagaimana memenuhi data 

yang dibutuhkan  dari tiap-tiap sumber, menyiapkan instrumen pengumpulan 

datanya untuk merekam informasi secara tepat, prosedur yang akan dipakai 

adalah survey, interview, dokumentasi. Seberapa sering waktu yang 

dibutuhkan untuk mengakses data tertentu. 

c) Melaksanakan piloting untuk uji coba, piloting dilakukan untuk mengetahui 

indikator apa saja yang dapat dipakai dan mana yang tidak. Hal ini untuk 

menghindari kesalahan besar pada saat implementasi nanti. Melalui piloting 

akan didapatkan informasi terkait ketiadaan data untuk mengukur indikator „x‟, 

apakah terlalu banyak pengeluaran biaya, menghabiskan waktu, ataukan terlalu 

kompleks untuk dipenuhi. 

5) Perencanaan untuk perbaikan atau menetapkan target hasil, target adalah tujuan 

spesifik yang mengindikasikan jumlah, waktu, dan lokasi dimana akan 

direalisasikan. Kusek memaknai target sebagai batasan kuantitatif dari suatu 

indikator yang akan dicapai dalam waktu yang telah ditetapkan. Metode untuk 

menetapkan target  adalah dimulai dari data baseline indikator yang ada, 

dimana diikuti dengan tingkat perbaikan yang diinginkan atau diharapakan 

dapat dicapai dalam waktu tertentu untuk sampai target kinerja. Dengan 

demikian titik awalnya harus sudah jelas, termasuk resources yang akan 
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melakukan M&E terhadap kemajuan ke depan sebagaimana waktu yang telah 

ditargetkan. 

6) Monitoring dan hasil, bahwa pelaksanaan monitoring mengcangkup pelacakan 

terhadap alat dan strategi (yakni input, kegiatan, dan output yang ditemukan 

didalam rencana kerja tahunan atau renstra) yang digunakan untuk mencapai 

outcome yang telah ditetapkan sebelumnya. Alat dan strategi tersebut didukung 

oleh penggunaan alat manajemen termasuk sumber anggaran, staffing, dan 

rencana kegiatan sebagai diilutrasikan dalam gambar dibawah ini. 

Gambar 1.4 

Result-Based Monitoring 

(Sumber : Jody Zall dan Ray C. Rist, 2014:99) 
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Prinsip kunci yang harus diperhatikan dalam membangun sistem monitoring 

adalah: 

a) Adanya kebutuhan akan informasi tentang hasil dalam proyek, program, dan 

kebijakan. 

b) Informasi yang masuk dalam organisasi secara horizontal dan vertikal 

(kadangkala masalah politik juga ikut muncul). 

c) Permintaan akan informasi harus diidentifikasi di tiap leven. 

d) Tupoksi tiap leven harus jelas terkait data apa yang akan dikumpulkan 

(sumber), kapan (frekwensi), bagaimana (metodologi), siapa yang 

mengumpulkan, dan untuk siapa data dikumpulkan. 

e) Selain itu untuk menuju optimalnya hasil yang diinginkan, dapat juga 

dilakukan dengan menjalin kemitraan. Kemitraan bisa dilakukan pada 

tingkatan pemerintah, pusat, daerah, juga dengan lembaga internasional, donor 

multilateral atau bilateral. Apapun program/kegiatannya, melalui kemitraan 

harus bekerja dengan sistem yang sama sebagaimana diilustrasikan dalam 

gambar dibawah. 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Gambar 1.5 

Achieving Results Through Partnership 

       (Sumber : Jody Zall dan Ray C. Rist, 2014:106) 

Selanjutnya terkait kebutuhan dari setiap sistem yang harus diperhatikan 

yaitu: 

a) Ownership, rasa kepemilikan stakeholder terhadap data di tiap leven baik 

nasional, regional, dan lokal adalah penting. Jika ada satu saja dalam satu level 

yang tidak memiliki kebutuhan terkait misalnya kenapa data butuh 

dikumpulkan atau kenapa data itu penting, dll maka ke depan berpeluang akan 

adanya masalah pada quality control. 

b) Management, mencangkup siapa, bagaimana, dan dimana sistem tersebut akan 

diatur cukup penting bagi berkelanjutan sistem tersebut. Koleksi data juga 

berpotensi overlap dengan data yang datang dari lembaga yang berbeda, 

duplikasi data antara K/L dan BPS, time lags dalam penerimaan data yang akan 

dipengaruhi  proses pengambilan keputusan, termasuk kemungkinan 

ketidaktahuan akan data apa saja yang tersedia. 
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c) Maintenance, pengelolaan dan pemeliharaan sistem monitoring dan evaluasi 

masyarakat adanya insentif yang layak dan berkecukupan pendanaan, SDM, 

tim teknis, manajer, dan staf untuk penyelanggaraan tugas monitoring. 

Tanggung jawab individu dan organisasi haruslah dijelaskan, seluruh staf harus 

paham akan apa yang diingin dicapai oleh organisasi terkait penyelenggaraan 

monitoring. Termasuk juga pemeliharaan dan modernisasi terhadap sistem dan 

prosedur yang menggunkan tehnoligi. 

d) Credibility, hal ini menyangkut keberanian untuk menyampaikan data secara 

baik dan dapat dipercaya, termasuk jika ada temuan negatif atau positif 

idealnya disampaikan apa adanya. 

Terkait kualitas data hasil monitoring, harus dipastikan bahwa data tersebut  

memenuhi syarat 1) validitas, yakni secara jelas dan langsung mengukur kinerja 

yang dimaksudkan; 2) reliabel, yakni terkait pendekatan yang stabil dan konsisten 

dalam ruang maupun waktu; dan 3) timeliness, yakni menyangkut frekuensi 

seberapa sering data harus dikumpulkan? Seberapa sering data yang harus 

dimutahirkan? Dan apakah data yang tersedia cukup mewakili bagi proses 

pengambilan keputusan? 

Hal berikut yang juga penting untuk diperhatikan adalah terkait analisa data. 

Sistem pengumpulan data yang jelas dan rencana analisis diharkan dapat 

mencangkup unit analisis, prosedur sampling, instrumen yang akan dipakai untuk 

pengumpulan data, enumerator (jika dibutuhkan), yang bertanggung jawab untuk 

menganilisa, intrepertasi, dan melaporkan; siapa saja yang membutuhkan data 

tersebut, prosedur diseminasi, dan tidak lanjut hasil temuan. 
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3. Pengelolaan Wisata Pantai 

Menurut Suharsimi Arikunto (1993:31) pengelolaan dapat disamakan 

dengan manajemen, yang berarti pengaturan atau pengurusan. 

Menurut Nanang Fattah (2004:1 bahwa dalam proses manajemen terlibat 

fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh manajer atau pimpinan, yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, pengawasan. 

Menurut Shyhabuddin Qalyubi (2007:271) pengelolaan adalah apabila 

dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manjemen scara 

kseluruhan sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami 

kegagalan. 

Menurut Pitan dan Gayatri (2005:42) tujuan dari pengelolaan atau 

manajemen pariwisata adalah untuk menyimbangkan pertumbuhan dan 

pendapatkan ekonomi dengan pelayanan kepada wisatawan serta terhadap 

lingkungan dan plestarian keberagaman budaya. 

Menurut Cox dalam Dowling dan Flannel (2003:2), pengelolaan pariwisata 

harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut :  

1) Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada 

kearifan local dan special local sense yang merefleksikan keunikan 

peninggalan budaya dan keunikan lingkungan. 
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2) Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi 

basis pengembangan kawasan pariwisata. 

3) Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah 

budaya lokal. 

4) Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan 

lokal. 

5) Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan 

pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi 

sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas menghentikan 

pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas lingkungan alam atau 

akseptabilitas sosial walaupun disisi lain mampu meningkatkan kepadatan 

masyarakat. 

Menurut WTO dalam Richardson dan Fluker (2004:183), ada beberapa 

metode pengelolaan pariwisata yaiu :  

1) Pengonsultasian dengan semua pemangku kepentingan. 

2) Pengidentifikasian isu. 

3) Penyusunan kebijakan. 

4) Pembentukan dan pendanaan agen dengan tugas khusus. 

5) Penyediaan fasilitas dan operasi. 

6) Penyediaan kebijakan fiscal, regulasi, dan lingkungan sosial yang kondusif. 

7) Penyelesaian konflik kepentingan dalam masyarakat  
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Berdasarkan konsep pemanfaatan menurut Fandeli dalam Yuliand wisata 

dapat di klasifikasikan sebagai beikut : (Armos,2013:10) 

1) Wisata alam adalah aktivitas wisata yang di tunjukan pada pemanfaatan 

sumber daya alam atau daya tarik panoramanya. 

2) Wisata budaya adalah wisata dengan kekayaan budaya sebagai obyek wisata 

dengan penekanan pada aspek pendidikan. 

3) Ekowisata merupan wisata berorientasi padan lingkungan untuk 

menjembatani kepentingan perlindungan sumber dya alam meliputi pantai, 

lautan, pegunungan, kawasan konservasi dan industri  kepariwisataan. 

Wisata pantai merupakan kegiatan wisata yang menjadikan wilayah pantai 

sebagai obyek wisata denga  memanfaatkan sumber daya alam pantai yang ada 

baik alami maupun buatab ataupun gabungan keduanya. Menurut Simond pantai 

dapat di bagi menjadi berbagai wilayah yaitu : 

1) Beach yaitu antara daratan dan lautan berupa pantai pesisir dan landai. 

2) Dune yaitu daerah yang lebih tinggi dari pantai, berupa hamparan pasir yang 

permukaanya bergelombang atau berubah secara perkahan kaerena aliran 

laut. 

3) Coastal yaitu daerah yang secara periodik di genangi air yang merupan 

gabungan antara beach dan dune. 

Labih lanjut Simond menyatakan bahwa obyek wisata pantai adalah fisik 

dari pantai yang dapat dijadikan lokasi untuk melakukan kegiatan wisata, obyek 

tersebut yaitu: 
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1) Pantai merupan daerah transisi andara daratan lautan yang menjadi 

primadona obyek wisata dengan potensi pemanfaatan, mulai dari kegiatan 

pasif sampai aktif. 

2) Permukaan laut, terdapatnya ombak dan angin sehingga permukaan tersebut 

memiliki potensi yang berguna dan bersifat reaktif. 

3) Daratan sekitar pantai merupakan daerah pendukung terhadap keadaan 

pantai yang berfungsi sebagai tempat rekreasi dan olah raga darat yang 

membuat para pengunjung akan lebih lama menikmatinya. 

Berdasarkan dari beberapa definisi manajemen diatas secara garis besar 

tahapan dalam melakukan manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu 

kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat dalam suatu kegiatan pengelolaan. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas tetang pengelolaan penulis lebih 

relevan kepada teori menurut Cox dalam Dowling dan Flannel (2003:2), karena 

dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pariwisata harus memperhatikan beberapa 

prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan diatas. 

F. Defini Konsepsional 

1. Monitoring 

Monitoring adalah suatu proses secara terus-menerus untuk memantau suatu 

program/kegiatan baik dari proses perencanaan sampai proses evaluasi untuk 

mendapatkan hasil yang digunakan untuk kegiatan kedepannya. 
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2. Pengelolaan Wisata Pantai 

Pengelolaan wisata pantai merupakan manajemen pengurusan wisata yang 

bertujuan untuk menyeimbangkan pendapatan ekonomi daerah maupun 

masyarakat dengan pelayanan kepada wisatawan serta perlindungan terhadap 

pelestarian lingkungan dan pengembangan wisata pantai. 

G. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi 

kepada kita tetang bagaimana cara mengukur variabel. Dalam penelitian ini, yang 

dimaksud adalah Monitoring Pengelolaan Pantai Parangtritis. 

Pelaksanaan monitoring pengelolaan pantai parangtritis bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait, untuk 

menghindari masalah dalam pengelolaan pantai Parangtritis. adapun batasan-

batasan Operasional penelitian dapat dilihat dari Indikator-indikator dibawah ini 

yaitu: 

1. Monitoring 

1)  Adanya SOP dan regulasi yang mengatur tentang monitoring suatu 

program. 

2) Tujuan monitoring. 

3) Adanya indikator kebehasilan yang diterapkan. 

2. Pelaksanaan Pengelolaan Monitoring 

1) Adanya perencanaan monitoring 

2) Adanya instrument monitoring 
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3) Adanya sumberdaya yang melaksanakan monitoring 

4) Adanya informasi tentang input, output, outcome, benefit dan impact 

Untuk lebih jelas maka definisi Konseptual dan Operasional penulis 

sampaikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Definisi Konseptual dan Operasional 

NO Definisi 

Konsepsional 

Definisi 

Operasional 

Sumber Wawancara 

1 

 

 

2 

Monitoing 

 

 

 

 

 

Pengelolaan 

Wisata Pantai 

- Teori 

Monitoring 

 

 

- Praktek 

Monitoring 

 

 

 

 

- Pengelolaan 

Monitoring 

 

 

- Faktor yang 

menghambat 

 

- Faktor yang 

mendukung 

- Jody Zall & 

Ray C. Rist 

 

 

 

 

- Lapangan 

- Data 

- Laporan 

 

 

 

- PantaiParang

tritis 

 

 

- Kebersihan 

- Fasilitas 

 

- Wisatawan 

- Obyek 

Wawancara 1 

 

 

 

 

 

Wawancara 2 

Wawancara 3 

 

Wawancara 4 

 

 

 

Wawancara 5 

 

 

 

 

Wawancara 6 

Wawancara 7 

 

Wawancara 8 

Wawancara 9 
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H. Metode penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif memiliki ciri-ciri yaitu : pertama, memusatkan pasa pemecahan 

masalah-masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah-masalah aktual. 

Kedua, data-data yang di kumpulkan pertama-tama disusun, di jelaskan, dan 

kemudian di analisa (Surachmad,1982:132). Penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah (Rosda,2012:6).  Jadi data-data yang di dapatkan akan di 

analisa dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Tabel 1.2 

Data Primer 

NO Nama Narasumber Metode 

1 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Bantul 

 (Drs. Supriyanto, MM) 

Wawancara 

2 Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan 

Aset  

(Yosep Apriani M, SE, MM) 

Wawancara 

3 Kepala Bidang Obyek, dan Daya Tarik 

Wisata 

(Drs. Tri Irianto) 

Wawancara 

4 UPT Pantai Parangtritis Wawancara 
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Tambel 1.3 

Data Sekunder 

No Jenis data/intansi Bentuk Data Peran 

1 Rencana Strategis Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata 

Tahun 2011-2015 

Kabupaten Bantul 

Dokumen Mengetahui apa saja isu 

strategis yang ada yang 

nantinya tertuang dalam 

program dan kegiatan 

apa yang akan 

dilaksanakan 

2 Rencana Kerja Dinas 

Kebudayaan danPariwisata 

Taun 2015 Kabupaten 

Bantul 

Dokumen Mengetahui perencanaan 

Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata untuk periode 

satu (1) tahun, yang 

memuat kebijakan, 

program, dan kegiatan 

pembangunan baik yang 

dilaksanakan, terutama 

tahun 2015 

3 Laporan Triwulan I, II, III, 

IV Dinas Kebudayaan 

danPariwisata Tahun 2015 

Kabupaten Bantul 

Dokumebn Mengetahui 

program/kegiatan yang 

telah dilasanakan 

4 Laporan Kinerja Intansi 

Pemerintah Kabupaten 

Bantul 

Dokumen Mengetahui bagaimana 

pertanggungjawaban 

kinerja intansi 

pemerintah 

 

I. Teknik  pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi langsung di lakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Bantul dalam mencari data tentang pembentukan serta pelaksanaan 

monitoring pengelolalaan pantai parangtritis. 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang 

terkait dengan penelitian ini (Siregar,2013:17). Dokumen-dokumen yang 

menjelaskan data hasil wawancara dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Bantul. 

3. Wawancara  

Wawancara dilakukan antara dua orang atau lebih untuk memperoleh 

informasi yang di perlukan, baik itu berupa persepsi atas fakta yang ada, saran dan 

pendapat maupun komentar terhadap suatu hal. Wawancara ini di lakukan kepada 

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, Kepala Sub Bagian 

Program, Kepala Bidang Sarana, Obyek dan Suberdaya Tarik Wisata di Dinas 

tersebut, serta UPT Pantai Parangtritis. 

J. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data menurut Patton (2012:280) adalah proses kategori 

urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian 

dasar, ia membedakan dengan penafsisar, yaitu memberikan arti yang signifikan 

terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara 

dimensi-dimensi uraian terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. 
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Gambar 1.6 

Bagan Komponen Analisis Model Interaktif 

 

  (Sumber: Miles dan Huberman, 1992) 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari data yang dibutuhkan di 

lapangan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan 

serta pengumpulan dokumen yang berkaitang dengan penelitian. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan. 

 

 

Pengumpulan 

Data Penyajian Data 

Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan 
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3. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. 

4. Menarik Kesimpulan 

Peneliti menarik kesimpulan terhadap data yang telah diperoleh dan yang 

sudah direduksi dalam bentuk laporan dengan cara membandingkan, 

menghubungkan, dan memilih data yang mengarah kepada permasalahan serta 

mampu menjawab permasalan yang ada sehingga dapat menghasilkan 

kesimpulan yang valid. 

K. Sistematika Penulisan Skripsi 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, definisi konsepsional, definisi 

operasional, metode penelitian, dan tekhnik pengumpulan data, seluruhnya terkait 

dengan penelitian penulis yaitu tentang monitoring pengelolaan pantai parangtritis 

di Kabupaten Bantul. 

Bab II Wilayah Obyek Penelitian 

 Pada bab ini penulis membahas tentang wilayah obyek penelitian yang 

berisikan tentang wilayah Kabupaten Bantul secara umum, wilayah pantai 
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parangtritis Kabupaten Bantul, dan gambaran umum pantai parangtritis di 

Kabupaten Bantul. 

Bab III Pembahasan 

 Pada bab ini penulis membahas tentang inti dan keseluruhan pembahasan 

seputar penelitian. Penulis membahas mengenai monitoring pengelolaan pantai 

Parangtritis di Kabupaten Bantul tahun 2015, dimulai dari adanya tujuan, hasil 

yang akan dicapai, program dan kegiatan, indikator keberhasilan, perencanaan 

monitoring, instrument monitoring, sumberdaya pelaksanaan monitoring, serta 

adanya input, output, outcome, benefit, dan impact. 

Bab IV 

Pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian 

dan pembahasan yang penulis ambil dengan menerapkan poin-poin penting dalam 

pembahasan, serta saran baik untuk pengelola pantai Parangtritis, Pemerintah 

Kabupaten Bantul, dan masyarakat. 

 

 

 


